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ABSTRAK 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN 

PEMBUNUHAN 

 (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk) 

 

Oleh: 

Muhammad Fakhri Luthfi 

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 

percobaan tindak pidana melakukan pembunuhan. Akan tetapi jika melihat kasus 

posisi nya ada kemungkinan bahwa terdakwa melakukan percobaan penganiayaan. 

Majelis hakim dalam hal menjatuhkan perkara tentang percobaan melakukan 

pembunuhan harus memperhatikan unsur-unsur apakah memang telah terjadi 

tindak pidana percobaan melakukan pembunuhan biasa atau perkara yang 

sebenarnya terjadi adalah tindak pidana tentang percobaan melakukan pembunuhan 

berencana atau bahkan perkara dalam hal ini adalah penganiayaan yang 

mengakibatkan luka. Dengan rumusan permasalahan diantara nya adalah 

Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan dan Apakah Putusan Hakim Nomor 

963/Pid.b/2024/PN TJK Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris 

dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data 

yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 

Narasumber penelitian terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana meliputi tiga aspek, yaitu: pertama, pertimbangan yuridis yang 

membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) 

KUHP berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim; kedua, pertimbangan 

filosofis yang menilai aspek keadilan dengan mempertimbangkan niat terdakwa 

untuk membunuh korban yang terlihat dari persiapan membawa senjata tajam dan 

penusukan ke bagian vital tubuh korban; ketiga, pertimbangan sosiologis yang 

mengevaluasi latar belakang sosial terdakwa, motif kecemburuan, dampak terhadap 

masyarakat, serta faktor yang memberatkan (perbuatan tidak manusiawi dan belum  



 

 

 

Muhammad Fakhri Luthfi 

ada perdamaian) dan meringankan (pengakuan terdakwa dan sikap sopan di 

persidangan). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, lebih 

ringan dari tuntutan jaksa 8 (delapan) tahun. Secara keseluruhan, keputusan hakim 

telah sesuai dengan tujuan pemidanaan menurut teori relatif karena menghasilkan 

dampak pencegahan yang bersifat khusus dan umum, menciptakan keadilan bagi 

korban dan masyarakat, serta memberikan peluang untuk pembinaan bagi terdakwa. 

Namun, secara khusus, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan 

pemidanaan seperti yang diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai 

KUHP Nasional, karena peraturan tersebut belum efektif dan akan mulai diterapkan 

pada tahun 2026. 

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim dalam memutuskan hukuman 

terhadap pelaku tindak pidana senantiasa mempertimbangkan tujuan pemidanaan, 

bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam, tetapi juga untuk membina dan 

mendidik perilaku individu agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. 

Selain itu, hakim sebaiknya lebih teliti dalam memeriksa fakta-fakta di persidangan 

ketika membuat keputusan dan menetapkan hukuman yang tepat bagi terdakwa. 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Percobaan Pembunuhan, Penganiayaan 

Berat. 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SENTENCES ON 

PERPETRATORS OF ATTEMPTED MURDER 

(Study of Decision Number 963/Pid.B/2024/PN Tjk) 

 

By: 

 

Muhammad Fakhri Luthfi 

 

The panel of judges in this case sentenced the defendant to attempted murder. 

However, considering the case, there is a possibility that the defendant committed 

attempted assault. 

 

When sentencing a case of attempted murder, the panel of judges must consider 

the elements of whether an attempted murder has occurred, whether the actual 

case is a premeditated attempted murder, or even assault resulting in injury. The 

research questions include: "What is the basis for the judge's considerations in 

sentencing the perpetrator of attempted murder and whether Judge's Decision 

Number 963/Pid.b/2024/PN TJK is in accordance with the objectives of 

sentencing?" 

This research uses a normative and empirical juridical approach, with data 

collection techniques including literature review and interviews. The data 

obtained are analyzed qualitatively and presented descriptively. 

 

The research informants consisted of judges at the Tanjung Karang District 

Court, prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and 

lecturers from the Criminal Law Division of the Faculty of Law at the University 

of Lampung. 

 

The results of the study indicate that the basis for the judge's considerations in 

sentencing includes three aspects: first, juridical considerations that prove the 

fulfillment of the elements of Article 338 of the Criminal Code in conjunction with 

Article 53 Paragraph (1) of the Criminal Code based on valid evidence and the 

judge's conviction; Second, philosophical considerations assess the aspect of 

justice by considering the defendant's intent to kill the victim, as evident from his 

preparation to carry a sharp weapon and the stabbing of a vital part of the 

victim's body. Third, sociological considerations evaluate the defendant's social 

background, motives of jealousy, impact on society, and aggravating factors 

(inhumane acts and the unexplained nature of the crime). 
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(the "reconciliation") and mitigating factors (the defendant's confession and 

polite behavior during the trial). The judge sentenced him to six years in prison, 

less than the prosecutor's demand of eight years. Overall, the judge's decision 

aligns with the objectives of sentencing according to the relative theory, as it 

produces specific and general deterrent effects, creates justice for the victim and 

society, and provides opportunities for the defendant to develop. 

 

However, this decision does not fully reflect the objectives of sentencing as 

stipulated in Article 51 of Law Number 1 of 2023 concerning the National 

Criminal Code, as this regulation is not yet effective and will begin to be 

implemented in 2026. 

 

The recommendation in this study is that judges, when sentencing perpetrators of 

criminal acts, always consider the objectives of sentencing, not merely as an act 

of revenge, but also to foster and educate the individual's behavior so they can 

reintegrate into society. 

 

Furthermore, judges should be more thorough in examining the facts at trial when 

making decisions and determining appropriate sentences for defendants. 

 

Keywords: Judicial Considerations, Attempted Murder, Serious Assault. 
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MOTO 

 

“Semuaì maìnusiaì itu maìti kecuaìli yaìng berilmu. Semuaì yaìng berilmu itu 

tertidur kecuaìli yaìng beraìmaìl. Semuaì yaìng beraìmaìl itu tertipu kecuaìli yaìng 

ikhlaìs.” 

(Imaìm Al-Ghaìzaìli) 

 

“Wisdom comes not from aìge, but from educaìtion aìnd leaìrning.” 

(Anton Chekhov) 

 

“Enjoy Every Moment” 

(Muhaìmmaìd Faìkhri Luthfi) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang memiliki hukuman atau sanksi paling 

berat. Apalagi untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana 

bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pembunuhan menurut 

hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak 

manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu 

tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 

“Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, 

atau cara membunuh menghilangkan mencabut nyawa.” 

 

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang 

sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan dalam Bahasa Belanda 

Doodslag itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 

sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Jika pembunuhan itu telah 

direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana dalam Bahasa 

Belanda disebut Moord, perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang 

direncanakan terletak pada cara pelaksanaannya. Pada pembunuhan yang dijelaskan 

dalam Pasal 338, tindakan pembunuhan terjadi secara langsung saat niat muncul. 

Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan yang direncanakan, pelaksanaan tindakan 

tersebut ditunda setelah niat muncul, di mana pelaku tidak hanya membunuh korban 

secara tiba-tiba, tetapi sebelumnya telah memiliki "motif" dan rencana yang jelas 

untuk melakukan pembunuhan tersebut.1 

Isi dari Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP sebagai berikut; Pasal 338 KUHP 

adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana 

                                                
1 Prihatin Effendi. 2017. "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 

KUHP" (Gresik: Jurnal Pro Hukum, No. 2, Desember, Vl). hlm: 104-105. 
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karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun” Pasal 340 KUHP 

adalah: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa 

orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua 

puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi 

(penamaan) antaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), 

Tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). 

 

Penganiayaan yang mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 351 ayat 3, dan luka 

berat yang mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 354 ayat 2. Perbedaan yang 

paling mendasar antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak 

pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Di mana pada tindak pidana 

pembunuhan timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak dilakukan secara 

bersamaan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat jarak waktu 

antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dengan kata lain 

pembunuhan berencana terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum 

pelaksanaan pembunuhan.  

 

Indonesia merupakan negara hukum, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan 

yang akan dilakukan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang 

Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Sebagai negara 

berdaulat, tujuan Indonesia diungkapkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu untuk mendirikan pemerintahan negara Indonesia dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencerdaskan kehidupan. Hukum 

pidana berfungsi untuk memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang, agar 

mereka merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan demikian, hukum 

pidana memberlakukan hukuman sebagai upaya untuk menjaga norma-norma yang 

diakui oleh sistem hukum. Sanksi pada hukum pidana merupakan sebuah sanksi 

yang sangat amat banyak digunakan dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap 

siapa saja orang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan sebuah tindakan 

perbuatan melawan hukum.2 

                                                
2 Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 193. 
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Indonesia terdapat beberapa buku hukum yang merupakan hasil kodifikasi, seperti 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya yang berfungsi sebagai sumber hukum. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) adalah sekumpulan aturan yang mengatur tindakan yang 

dilarang oleh hukum serta hukuman pidana yang dapat dikenakan kepada 

pelanggarnya. KUHP adalah hukum pidana yang mengatur tentang: tindakan yang 

dapat dikenakan hukuman, individu yang dapat diadili atau diminta tanggung jawab 

pidana, serta jenis hukuman yang bisa dikenakan. 

 

Sebuah kewajiban sebagai negara yang berlandasan hukum, Indonesia wajib 

memberikan perlindungan bagi semua warga negaranya tanpa memandang status 

sosialnya dengan menyediakan sebuah badan yang tentu layak memberikan 

keadilan yang bebas dan tidak memihak. Hal tersebut dilandasi dari pandangan 

bahwa setiap manusia sedari dalam kandungan memiliki hak dan kewajiban yang 

bersifat bebas, maka sudah menjadi keharusan bagi negara sebagai penyelenggara 

kekuasaan suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengurangi makna kebebasan 

dan hak asasi manusia tersebut.3  

 

Sutherland menjelaskan bahwasannya ciri utama suatu kejahatan adalah perbuatan 

yang dilarang oleh Negara karena menimbulkan kerugian bagi negara, dan negara 

wajib menghukum perbuatan tersebut hanya sebagai upaya pamungkas.4 etiap 

perbuatan atau suatu tindakan pidana tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya 

sebab dan akibat, banyak faktor orang-orang melakukan suatu Tindakan pidana 

meliputi faktor lingkungan, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan 

faktor-faktor lainnya.  

 

Peraturan Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Para Ahli Hukum juga mempunyai pengertian sendiri terkait 

                                                
3 Yusup Anchori. 2020. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem 

Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Syntax Admiration. Vol 1, Nomor 8. hlm. 1184. 
4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. Kriminologi. Raja Grafindo Persada, hlm. 14. 
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dengan hukum salah satunya adalah Utrech. Hukum menurut Utrech adalah 

himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati 

oleh masyarakat itu.5 Hukum menurut W. Levensbergen, pertama-tama merupakan 

pengaturan, khususnya untuk mengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. 

Kemudian hukum itu merupakan norma agendi yaitu peraturan untuk perbuatan 

manusia. Norma agendi adalah norma perbuatan. Kata agendi dari kata “agree” 

kemudian menjadi “agendum”, yang berarti “perbuatan”. Dari batasan hukum 

tersebut, nampaklah bahwa menurut W. Levenbergen, yang menjadi obyek hukum 

ialah perbuatan manusia yang di dalam masyarakat.6  

 

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

secara jelas menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat 

dibedakan atas beberapa macam menurut cara pembagiannya, yaitu menurut 

sumbernya, isinya, kekuatan mengikatnya, dasar pemeliharaannya, keadaannya, 

tempat berlakunya, bentuknya, penerapannya, dan sebagainya. Tindak pidana 

merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan 

yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan 

tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

strafbaar feit. Kata strafbaar berarti dapat dihukum dan kata feit berarti sebagian 

dari suatu kenyataan. Selain istilah strafbaar feit, adapun istilah lain yaitu delictum 

yang berasal dari bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik.7 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah 

“Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja 

dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang 

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 

larangan hukum pidana.8  

                                                
5 CST Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 

hlm. 29. 
6 R. Soeroso. 2018. Penghantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 30. 
7 Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Bureaucracy 

Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 1 Nomor 3. Hlm. 132. 
8  Suyanto. 2018. Penghantar Hukum Pidana. Budi Utama, Yogyakarta. hlm.1. 
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Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/toerekeningsvadbaarheid. 

Seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum 

pidana. Mengenai penyertaan tersebut mempersoalkan pertanggungjawaban dari 

tiap tiap pelaku di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan 

bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam 

pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang 

harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan 

melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta di dalam pelaksanaan 

suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus 

dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu dan 

melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu 

dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas penyertaan itu. 

Sehingga dalam penyertaan diatur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 KUHP 

dan dalam hal pembantuan untuk hukuman/pertanggungjawaban pidana bagi orang 

yang turut serta melakukan atau yang melakukan tindak pidana. 

 

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 

November 2024 yaitu tentang Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan, menyatakan 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana Percobaan Pembunuhan. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 

2024 sekira pukul 22.30 Wib, ketika terdakwa menjemput anak perempuannya dari 

rumah mantan istri terdakwa yaitu Saksi 4, dan ketika itu anak terdakwa bercerita 

bahwa mantan istri terdakwa (Saksi 4) akan menginap di rumah Saksi Korban yang 

berada di Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.  

 

Kemudian terdakwa langsung mengantarkan anaknya pulang ke rumah kontrakan 

terdakwa, dan sebelum berangkat terdakwa membawa 2 (dua) bilah pisau dapur 

yang terdakwa taruh di tas kecil warna hitam dan tas tersebut terdakwa 

selempangkan di badan terdakwa, kemudian terdakwa terlebih dahulu mengecek 

mereka di rumah mantan isteri terdakwa, namun isteri terdakwa sudah tidak ada, 

lalu terdakwa langsung menuju mess Saksi Korban di daerah Tanjung Senang Kota 

Bandar Lampung. 
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Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Saksi 

Korban dan Saksi 4 sedang mengobrol-ngobrol di teras mess tempat kerja Saksi 

Korban, yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Gg. Suparman RT. 08 LK. I 

Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, 

tiba-tiba datang terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor SUZUKI 

SHOGUN BE-4218-RB warna hitam, dan terdakwa lihat mantan isteri terdakwa 

sedang berbincang-bincang di teras mess dengan Saksi Korban, lalu terdakwa 

berhenti dan menaruh tas terdakwa di sepeda motor. Namun posisinya sudah 

terbuka, lalu terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan Saksi 4. Kemudian 

Saksi Korban langsung berdiri dari duduknya, kemudian terdakwa langsung 

mendorongkan dadanya ke dada Saksi Korban sambil menatap tajam ke arah Saksi 

Korban. 

 

Saksi Korban juga menatap tajam sambil berkata “Kamu mau apa, dan sana pergi 

pulang”, kemudian Saksi 4 langsung masuk ke dalam mess, lalu terdakwa berkata 

“Suruh keluar mantan isteri saya katanya mau ngajak duduk bareng”. Kemudian 

antara terdakwa dengan Saksi Korban ribut cekcok, dan Saksi Korban memegang 

leher terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang bergagang besi 

stenlis yang diselipkan di pinggang kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung 

menusukkan pisau tersebut ke arah leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, 

kemudian Saksi Korban berlari dan terpeleset lalu terjatuh, kemudian terdakwa 

langsung menindih badan Saksi Korban dengan badan terdakwa, kemudian 

terdakwa kembali menusuk Saksi Korban dengan senjata tajam tersebut sebanyak 

2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Korban, dan mengenai leher kiri dan pipi kiri Saksi 

Korban. 

  

Datang kemudian Saksi 5 dan Saksi 3 dan berteriak “sudah, sudah, stop, stop” Dan 

ketika pisau terdakwa terjatuh karena Saksi Korban memukul tangan terdakwa dari 

bawah, kemudian terdakwa berdiri dan berlari lalu dikejar oleh Saksi Korban. 

Kemudian Saksi 5 dan Saksi 3 langsung memisahkan antara terdakwa dan Saksi 

Korban. Kemudian Saksi Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Imanuel Kota 
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Bandar Lampung oleh Saksi 5 dan Saudara Wahyu, untuk mendapatkan perawatan 

lebih lanjut karena darah yang keluar dari leher Saksi Korban sangat banyak. 

Sedangkan terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek 

Tanjung Senang untuk di proses hukum lebih lanjut.  

Melihat dari kronologi kasus yang telah di uraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) menuntut terdakwa dengan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP 

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sementara 

itu Majelis Hakim dalam amar putusan nya menyatakan bahwa terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan 

Melakukan Pembunuhan” serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 

pidana penjara selama 6 (enam) tahun. 

Majelis hakim dalam amar putusan nya menyatakan bahwa terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan 

Melakukan Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut 

Umum. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan Pasal 338 

KUHP jo Pasal 53 KUHP. 

Pertimbangan seorang hakim adalah salah satu unsur paling signifikan dalam 

menentukan realisasi nilai dari suatu putusan yang mencerminkan keadilan (ex 

aequo et bono) serta memiliki kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga 

harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, aspek 

pertimbangan hakim ini perlu ditangani dengan seksama, baik, dan teliti. Jika 

analisis hakim tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan hati-hati, maka keputusan 

hakim yang didasarkan pada analisis tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi atau Mahkamah Agung.9 

Majelis hakim dalam perkara yang menarik seperti ini harus lebih teliti untuk 

memutuskan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis hakim 

dalam hal menjatuhkan perkara tentang percobaan melakukan pembunuhan harus 

memperhatikan unsur-unsur apakah memang telah terjadi pidana percobaan 

                                                
9 Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V. Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. hlm.140. 
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melakukan pembunuhan biasa atau perkara yang sebenarnya terjadi adalah 

percobaan melakukan pembunuhan berencana bahkan bisa saja perkara dalam hal 

ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka.  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan 

(Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan (Studi Putusan Nomor 

963/Pid.B/2024/Pn Tjk). 

b. Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk dalam 

perkara tindak pidana percobaan pembunuhan sudah sesuai dengan tujuan 

pemidanaan? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana 

mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Ruang lingkup lokasi penelitian 

adalah pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung serta Fakultas Hukum Universitas Lampung dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada Tahun 2025. 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan 

Nomor 963/Pid.B/2024/Pn Tjk. 
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b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara nomor 

963/Pid.B/2024/Pn Tjk dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan 

sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teori hukum 

pidana terkait Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 

963/Pid.B/2024/Pn Tjk).  

 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pengadilan 

Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dalam hal pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana dalam kasus pertanggung jawaban pelaku pidana 

terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 

963/Pid.B/2024/Pn Tjk). 

 

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah suatu abstraksi yang dihasilkan dari pemikiran atau 

sebagai acuan dasar yang relevan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, terutama 

dalam konteks penelitian hukum10. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka 

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana   

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan dan 

mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum positif melalui keputusan yang 

diambil oleh hakim. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada di suatu 

negara dirancang untuk melindungi keselamatan masyarakat dan mendorong 

kesejahteraan rakyat, semua peraturan tersebut akan kehilangan maknanya tanpa 

adanya kekuasaan kehakiman yang independen, yang terwujud dalam sistem 

peradilan yang adil dan tidak berpihak. Hal ini merupakan salah satu elemen 

penting dalam negara hukum.10 

                                                
10 Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi. UI Press, Jakarta. hlm.10. 
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Menurut undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi-fungsi penting 

lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 

  

Tugas hakim adalah mengeluarkan keputusan atas kasus yang diajukan, terutama 

dalam konteks perkara pidana, yang tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif. 

Prinsip dasar dari sistem ini menyatakan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat bukti yang diatur oleh undang-

undang. Selain itu, keyakinan hakim yang didasarkan pada integritas dan moral 

yang baik juga memainkan peran penting dalam proses tersebut.11Dalam konteks 

perkara perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 

2009, hakim memiliki kewajiban untuk mendukung para pencari keadilan serta 

berupaya mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul, dengan tujuan 

mencapai peradilan yang efisien, dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan 

dengan biaya yang ringan serta terjangkau. 

Hakim harus dilindungi dan dihormati oleh semua pihak, tanpa kecuali, karena 

kebebasan mereka untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah mahkota 

mereka. Dalam melakukan pekerjaannya. Untuk membuat keputusan, hakim harus 

mempertimbangkan banyak hal, termasuk perkara yang sedang dibicarakan, tingkat 

perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, 

keluarganya, dan juga keadilan. Sebagaimana biasanya di dalam kasus pidana, 

vonis atau putusan hakim merupakan akhir dari sebuah perkara pidana, oleh karena 

itu keputusan yang dibuat oleh hakim wajib memuat pertimbangan yang memadai, 

sehingga layak disebut sebagai motivering vonnis.  

Tiga aspek yang kerap digunakan adalah pertimbangan filosofis, yuridis, dan 

sosiologis sebagai berikut: 

                                                
11 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta. hlm.103. 
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1) Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang 

memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, asas-asas, standar, dan aturan hukum. Hakim secara 

yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, tidak boleh seorang 

hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sampai ada sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang kuat dan sah untuk dapat meyakinkan bahwa memang benar 

telah terjadi tindak pidana. Dalam memutuskan sebuah perkara hakim harus 

menilai apakah putusan tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan 

kepastian hukum kepada terdakwa apabila ditegakkan, karena salah satu tujuan 

hukum itu unsurnya adalah untuk menciptakan keadilan12. 

2) Pertimbangan Filosofis 

Pertimbangan filosofis mengacu pada dasar pemikiran yang lebih mendalam 

dan fundamental yang digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan 

keputusan. Aspek ini tidak hanya sebatas penerapan hukum yang tertulis, tetapi 

juga mencakup pertimbangan terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta tujuan 

yang lebih luas dari hukum itu sendiri. 

3) Pertimbangan Sosiologis 

Pertimbangan sosiologis mengacu pada upaya hakim untuk memahami serta 

mempertimbangkan konsekuensi sosial dari keputusan yang akan diambil. 

Pertimbangan sosiologis ini juga mendukung hakim dalam menghasilkan 

keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga 

relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  

 

b. Teori Tujuan Pemidanaan 

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, terdapat beberapa teori yang diakui oleh 

para ahli, yang berfokus pada pertanyaan mengapa suatu kejahatan dikenakan 

sanksi pidana. Teori-teori hukum pidana ini memiliki hubungan yang erat dengan 

subjektif strafrecht sebagai hak atau kewenangan untuk menentukan atau 

                                                
12 Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode 

Etik dan Makalah Berkaitan. Pusdiklat MA RI, Jakarta. hlm 2. 
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menjatuhkan pidana, serta dengan pengertian (objectief strafrecht) peraturan 

hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum 

pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya berkaitan dengan tiga teori, yaitu: 

1. Teori Absolute 

Teori ini berlandaskan pada prinsip pembalasan, di mana penjatuhan sanksi 

berupa hukuman kepada pelaku kejahatan dilakukan sebagai bentuk hak negara. 

Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak dan kepentingan hukum yang 

telah dilindungi, sehingga pelaku berhak menerima konsekuensi berupa 

hukuman atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. 

 

Immanuel Kant menganggap hukuman sebagai "Kategorische Imperatif", yang 

berarti bahwa seseorang harus dihukum oleh Hakim karena telah melakukan 

kejahatan, sehingga hukuman tersebut mencerminkan suatu tuntutan keadilan. 

Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini dapat dilihat dalam pandangan 

Immanuel Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law" sebagai berikut: 

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun 

bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang 

bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”13 

 

Teori ini banyak diikuti oleh para profesional di bidang hukum pidana. Van 

Bemmelen, contohnya, menyatakan, "sebenarnya setiap tindakan pidana 

merupakan suatu bentuk pembalasan. " Sementara itu, Knigge menjelaskan, 

"menghukum pada hakikatnya adalah melakukan pembalasan, dan hal tersebut 

tidaklah menjadi sesuatu yang buruk dalam dirinya sendiri; melakukan 

pembalasan sebagai respon terhadap tindakan yang melanggar norma adalah 

suatu tindakan yang sangat wajar bagi manusia. Secara fundamental, menurut 

                                                
13 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung. 

hlm. 15. 
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teori pembalasan, tujuan dari pemidanaan adalah untuk 'membalas' tindakan 

pidana yang dilakukan oleh pelanggarnya.14 

2. Teori Relative 

Teori ini menganggap pemidanaan bukan sebagai tindakan balas dendam 

terhadap pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang 

bermanfaat dalam melindungi masyarakat demi kesejahteraan. Dari teori ini, 

muncul tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan, yaitu pencegahan umum 

yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori 

utilitarian, menyatakan bahwa menurut teori ini menunjukkan bahwa 

pemidanaan memiliki tujuan yang berlandaskan pada manfaat tertentu, dan 

pidana bukan hanya sekedar menanggapi tindakan pelaku untuk melakukan 

tindakan balasan kepada individu yang telah melakukan tindakan kriminal, 

namun memiliki tujuan-tujuan yang keuntungan yang paling signifikan dari 

penjatuhan hukuman terhadap pelanggar.  

Pencegahan terhadap terjadinya tindakan criminal, baik pencegahan yang 

dilakukan terhadap pengulangan oleh pembuat (pencegahan spesifik) serta cara-

cara untuk menghindarinya. yang sangat mungkin menjadi pelaku tindak pidana 

tersebut (Upaya pencegahan yang bersifat umum). Berdasarkan teori ini, 

hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memenuhi maksud atau tujuan 

hukuman itu sendiri, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat 

kejahatan. Tujuan hukuman harus dilihat secara ideal, dan di samping itu, tujuan 

hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) terjadinya kejahatan.15 

3. Teori Gabungan 

Berdasarkan ajaran teori ini, dasar hukum pemidanaan berakar pada kejahatan 

itu sendiri, yang mencakup pembalasan atau siksaan. Namun, di samping itu, 

diakui pula bahwa tujuan hukum menjadi landasan pemidanaan. Kerangka teori 

ini, pemidanaan memiliki tujuan yang beragam, yaitu berusaha untuk mencapai 

                                                
14 Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan 

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 129. 
15 Leden Marpaung. 2009. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 105. 
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akomodasi dalam aspek keadilan, memberikan efek jera, serta melakukan 

perbaikan bagi pelaku agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Teori 

gabungan berupaya untuk menjelaskan dan memberikan alasan yang mendasari 

pemidanaan dari berbagai perspektif, yaitu:  

1. Untuk menentukan apakah asas pembalasan itu benar atau tidak, perlu 

dipastikan bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Oleh karena 

itu, penting untuk mempertimbangkan makna suatu pidana dari perspektif 

kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. 

2. Sebuah kejahatan memberikan hak kepada negara untuk memberikan 

hukuman, dan pemberian hukuman adalah suatu kewajiban jika telah mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

3. Dasar alasan untuk menjatuhkan pidana terletak pada faktor tujuan, yaitu 

menjaga ketertiban hukum.  

Menurut Andi Hamzah, terdapat teori gabungan yang menekankan pada 

pembalasan, sementara yang lain berupaya untuk menyeimbangkan unsur 

pembalasan dengan unsur pencegahan.16Tujuan pemidanaan menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional meliputi beberapa aspek yang krusial: 

1. Pengaturan yang tegas: KUHP Nasional menetapkan tujuan pemidanaan yang 

lebih fokus pada rehabilitasi dan pencegahan, bukan sekadar pemberian 

hukuman. 

2. Keadilan: Sasaran dari pemidanaan harus memperhatikan keadilan, termasuk 

dalam aspek kepastian hukum dan prinsip keadilan. 

3. Pengakuan korban: Tujuan dari pemidanaan juga perlu mempertimbangkan 

pengakuan serta pemulihan keseimbangan bagi korban dan keluarganya. 

4. Konsep baru: KUHP Nasional mengimplementasikan suatu ide pemidanaan 

yang lebih fokus pada keadilan restoratif, dengan tujuan untuk membangun rasa 

aman dan damai di dalam masyarakat. 

                                                
16 Ishak. 2023. Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum 

Pidana Umum). Ameena Journal, 1(1), 89-100. 



15 

 

 

5. Panduan untuk hakim: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 

menyediakan arahan yang tegas bagi hakim dalam menetapkan jenis hukuman 

yang akan dijatuhkan. 

Tujuan dari pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah untuk membangun sistem 

hukum yang lebih baik serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi 

masyarakat. Sistem hukum pidana di Indonesia menggunakan pendekatan teori 

kombinasi, yang menggabungkan berbagai tujuan dari pemidanaan, termasuk 

sebagai bentuk balas dendam, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan 

masyarakat. 

Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung 

sejumlah tujuan pemidanaan secara bersamaan. Pendekatan kombinasi ini dapat 

dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku tiga tahun setelah tanggal pengesahan, 

yaitu pada tahun 2026. Pada Bab III Bagian Pertama, dibahas mengenai tujuan dan 

pedoman dalam pemidanaan, yaitu Pasal 51 yang menjelaskan bahwa tujuan dari 

pemidanaan adalah: 

1. Menghindari terjadinya tindakan kriminal dengan menegakkan aturan hukum 

untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

2. Masyarakatkan terpidana melalui pelaksanaan pembinaan dan bimbingan agar 

mereka dapat bertransformasi menjadi individu yang baik dan bermanfaat. 

3. menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat tindakan kriminal, 

mengembalikan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam 

masyarakat; dan membangkitkan perasaan penyesalan dan mengurangi beban 

rasa bersalah pada terpidana. 

 

2. Konseptual 

Konseptual merupakan suatu bentuk landasan pemikiran yang dapat digunakan 

sebagai pendekatan dalam proses pemecahan masalah. Umumnya, kerangka 

penelitian ini mengadopsi pendekatan ilmiah dan menampilkan hubungan antar 

variabel dalam proses analisis yang dilakukan. Berdasarkan definisi yang telah 
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disampaikan, batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Pertimbangan hakim adalah alasan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai 

landasan untuk memutus sesuatu perkara, yang memuat uraian-uraian hukum 

mengenai alasan mengapa hakim mencapai kesimpulan tertentu. Pertimbangan 

hakim adalah komponen penting dari keputusan pengadilan yang 

mencerminkan proses berpikir hukum.17 

b. Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam 

sidang pengadilan yang berlangsung secara terbuka, yang dapat berupa 

keputusan untuk menjatuhkan hukuman, menyatakan bebas, atau membebaskan 

dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang. Putusan ini adalah hasil akhir dan puncak dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.18 

c. Pelaku tindak pidana merupakan individu yang melakukan tindakan yang 

memenuhi kriteria tindak pidana sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam 

undang-undang.19 

d. Percobaan melakukan tindak pidana adalah tindakan seseorang yang telah 

dimulai dengan maksud untuk melakukan sebuah kejahatan, tetapi tindakan 

tersebut tidak berlanjut atau tidak mencapai tujuannya bukan disebabkan oleh 

keinginan pelaku sendiri.20 

e. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dipahami 

sebagai proses tindakan atau cara untuk menghilangkan nyawa. Sementara itu, 

arti dari membunuh ialah mematikan, menghilangkan, menghabisi, atau 

merampas kehidupan seseorang.21  

 

 

                                                
17 Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

hlm. 128. 
18 Lilik Mulyadi. 2009. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya 

Bakti, Bandung. hlm. 97. 
19 Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 53. 
20 Op, cit, hlm. 176. 
21 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai 

Pustaka, Jakarta. hlm. 13. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi proposal yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan menjelaskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan 

mengenai teori dan sumber pustaka dan literature terkait sehubungan dengan 

Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 

963/Pid.B/2024/Pn Tjk). 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode penelitian dalam penelitian ini mengenai sumber 

dan jenis data, prosedur dan pengolahan data, analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penilitian pokok permasalahan 

mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 

963/Pid.B/2024/Pn Tjk)”. 

 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan 

penelitian dan sekiranya dapat memberikan manfaat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam konteks teori hukum, seorang hakim wajib mempertimbangkan dengan 

seimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Keputusan pengadilan tidak 

hanya menyoroti aspek formal dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi 

juga menekankan keadilan yang substansial, efek pencegahan, serta perlindungan 

terhadap kepentingan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) 

menekankan bahwa dalam menentukan hukum, harus diperhatikan aspek retributif, 

preventif, dan rehabilitatif.22 

1. Definisi Pertimbangan Hukum Hakim 

Pìertimbangan hukum ìolìeh hakim adalah suatu cara yang dit ìerapkan ìolìeh hakim 

harus mìembìerikan kìeputusan sìesuai dìengan kìekuasaan kìehakiman dan harus 

mìematuhi prinsip hukum yaitu nullum dìelictum nulla pìoìena sinìe praìevia lìegi, yang 

bìerarti tidak ada tindakan pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya p ìeraturan 

yang t ìelah dit ìetapkan sìebìelumnya.23  

Dìefinisi dari pìertimbangan hakim, hal ini t ìelah diatur dalam Undang-Undang 

Nìomìor Tahun 2004 mìengìenai kìekuasaan kìehakiman, yaitu pìemikiran atau 

pìendapat dari para hakim dalam mìengambil kìeputusan dìengan mìempìerhatikan 

aspìek-aspìek yang dapat mìeringankan atau mìembìeratkan pìelaku. Sìelain itu, 

pìemahaman mìengìenai Pìertimbangan Hakim juga dapat dit ìemukan dalam pìendapat 

bìerbagai ahli, antara lain: 

                                                
22 Tiara Putri Aliba, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting. 

2025. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan 

Tujuan Pemidanaan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Volume 3 Nomor 4. 
23 Moelyatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. PT.Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 23. 
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a. Mìenurut Lilik Mulyadi, pìembuktian mìerupakan dasar pìertimbangan Hakim. 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana pìerlu dipìeriksa untuk mìenìentukan apakah 

tindakan yang dilakukan ìolìeh t ìerdakwa mìemìenuhi krit ìeria dan sìesuai dìengan 

dìelik yang dituduhkan ìolìeh jaksa pìenuntut umum sìehingga alasan t ìersìebut 

bìerkaitan dìengan putusan hakim. 

b. Mìenurut Ahmad Rifai, Pìertimbangan Hakim adalah prinsip-prinsip yang 

dipakai ìolìeh hakim untuk mìempìelajari atau mìempìertimbangkan suatu kasus 

sìebìelum mìenjatuhkan kìeputusan dalam suatu pìerkara tìertìentu di pìengadilan. 

c. Mìenurut Mukti Art ìo, Pìertimbangan Hakim adalah suatu fasìe di mana majìelis 

hakim mìengìevaluasi fakta-fakta yang t ìerungkap sìelama jalannya pr ìosìes 

pìersidangan. Pìertimbangan hakim adalah salah satu fakt ìor paling pìenting dalam 

mìenìetapkan nilai dari suatu putusan hakim yang mìencìerminkan kìeadilan sìerta 

mìemastikan kìepastian hukum; di samping itu, putusan t ìersìebut juga harus 

mìembìerikan manfaat bagi pihak-pihak yang tìerlibat. Olìeh karìena itu, 

pìertimbangan hakim ini pìerlu ditangani dìengan hati-hati, baik, dan tìeliti. 

 

2. Dasar Pìertimbangan Hakim Dalam Mìenjatuhkan Putusan 

Dasar pìertimbangan tìerdiri dari dua suku kata, yaitu dasar dan timbang. Dalam 

Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia, kata "dasar" bìerarti hal yang pìokìok atau inti. Kata 

"timbang" mìenunjukkan kìondisi yang sìeimbang, tidak bìerat sìebìelah, sìemìentara 

kata "pìertimbangan" mìengacu pada pandangan atau ìopini, baik pìositif maupun 

nìegatif. Kata hakim sìecara ìetimìolìogis bìerasal dari bahasa Arab, yaitu Hakam. 

Hakim bìerarti sangat adil dan sangat bijaksana, sìehingga dalam pìelaksanaannya 

diharapkan dapat mìembìerikan kìeadilan dan kìebijaksanaan dalam mìenyìelìesaikan 

sìengkìeta. Dalam Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia, pìengìertian mìengìenai hakim 

adalah:  

a. Individu yang mìembìerikan kìeputusan atas suatu kasus (dalam pìengadilan atau 

mahkamah)  

b. Individu-individu cìerdas, tìerpìelajar, dan prìofìesiìonal: ìorang yang mìemiliki 

kìebijaksanaan. 

Dasar yang digunakan ìolìeh hakim dalam mìembuat kìeputusan pìengadilan pìerlu di 

dasarkan pada tìeìori sìerta hasil pìenìelitian yang ìoptimal dan sìeimbang antara tìeìori 
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dan praktik. Dalam Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia (KBBI), istilah “pìertimbangan” 

mìerujuk pada ìevaluasi mìengìenai aspìek pìositif atau nìegatif dari suatu hal untuk 

mìenghasilkan suatu kìeputusan atau kìetìetapan. Sìebagaimana dalam Undang-

Undang Nìomìor 8 Tahun 1981 tìentang hukum acara pidana, pasal 1 angka 8 

mìendìefinisikan hakim sìebagai pìejabat pìeradilan nìegara yang mìemiliki wìewìenang 

untuk mìengadili sìesuai dìengan kìetìentuan undang-undang yang bìerlaku. Sìemìentara 

itu, dalam Undang-Undang Nìomìor 48 Tahun 2009 tìentang kìekuasaan kìehakiman 

mìenjìelaskan bahwa hakim mìencakup hakim di Mahkamah Agung sìerta hakim di 

bìerbagai badan pìeradilan di bawahnya, yang mìeliputi pìeradilan umum, pìeradilan 

agama, pìeradilan milit ìer, pìeradilan tata usaha nìegara, dan hakim di pìengadilan 

khusus dalam lingkungan pìeradilan t ìersìebut.  

Pìertimbangan hakim dapat dipahami sìebagai pandangan sìeìorang hakim mìengìenai 

aspìek pìositif atau nìegatif dari suatu pìerkara yang sìedang ditangani dalam p ìerkara 

pìeradilan, yang bìertujuan untuk mìembìerikan kìeputusan atau kìetìetapan yang 

dijatuhkan ìolìeh hakim baik di Mahkamah Agung maupun hakim di p ìengadilan yang 

lìebih rìendah, yang dituangkan dalam putusan pìerkara mìerìeka. Pìertimbangan hakim 

mìencìerminkan pìemikiran atau ìopini hakim dalam mìengambil kìeputusan, dìengan 

mìempìertimbangkan fakt ìor-fakt ìor yang dapat mìeringankan atau mìembìeratkan 

tìerdakwa. Sìetiap hakim juga diwajibkan untuk mìenyampaikan pìertimbangan atau 

ìopini tìertulis mìengìenai kasus yang sìedang ditangani, yang mìenjadi bagian int ìegral 

dari kìeputusan yang diambil.  

Bìerdasarkan Undang-Undang Nìo 48 tahun 2009 mìengìenai Kìekuasaan Kìehakiman, 

tìerdapat tiga aspìek kìewìenangan hakim dalam mìemutuskan suatu pìerkara, yaitu: 

a. Mìenìerima lapìoran yang diajukan kìepada hakim, sìerta mìencari kìetìerangan dan 

barang bukti. 

b. Mìemìeriksa bìerkas pìerkara tìerdakwa dìengan cìermat. 

c. Mìemutuskan hukuman untuk pìerkara yang sìedang dipìeriksa dan diadili ìolìeh 

hakim. 

Sìeìorang hakim mìemiliki kìewajiban untuk mìenìegakkan hukum dan kìeadilan sìecara 

adil. Dalam mìembìerikan kìeadilan, hakim harus t ìerlìebih dahulu mìenganalisis 

kìebìenaran dari pìeristiwa yang disampaikan kìepadanya, kìemudian mìembìerikan 
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pìenilaian t ìerhadap pìeristiwa t ìersìebut dan mìengaitkannya dìengan hukum yang 

bìerlaku. Olìeh karìena itu, hakim dalam mìembìerikan putusan harus 

mìempìertimbangkan sìemua aspìek yang ada, tìermasuk surat dakwaan, fakta-fakta 

yang t ìerungkap dalam pìersidangan, sìerta kìondisi masyarakat yang r ìelìevan. 

Pìertimbangan dan alasan yang mìendasari putusan pìengadilan adalah tanggung 

jawab hakim dalam mìenjalankan tugasnya untuk mìemìeriksa, mìengadili, dan 

mìemutuskan pìerkara. Putusan hakim (vìonis) adalah suatu pìernyataan atau 

int ìerprìetasi yang diambil ìolìeh hakim dalam mìenyampaikan pìendapat atau 

pìertimbangan yang didasarkan pada surat dakwaan, yang k ìemudian dikaitkan 

dìengan fakta-fakta yang tìerungkap dalam pìersidangan sìerta alat bukti yang 

diajukan, sìerta kìeyakinan hakim t ìerhadap suatu pìerkara yang sìedang dipìeriksa.24 

Putusan Hakim harus mìemìenuhi tiga (3) unsur yaitu k ìeadilan, kìepastian, dan 

kìemanfaatan hukum. Bìerdasarkan pandangan Lawrìencìe M. Friìedman, hukum 

tìerdiri dari kìombinasi ìelìemìen struktur, substansi, dan budaya. Elìemìen struktur 

mìerujuk pada lìembaga-lìembaga yang dibìentuk ìolìeh sist ìem hukum, yang mìemiliki 

bìerbagai fungsi untuk mìendukung ìopìerasiìonal sist ìem tìersìebut.25Sìetìelah itu, hakim 

harus mampu mìengambil kìeputusan mìengìenai pìeristiwa t ìersìebut. Dalam 

mìengambil kìeputusan hukum, hakim biasanya mìenimbang pìerkara yang t ìerjadi dari 

sisi filìosìofis, yuridis, dan sìosiìolìogis.  

Tiga aspìek yang kìerap digunakan adalah sìebagai bìerikut: 

1. Pìertimbangan Yuridis 

Pìertimbangan yuridis adalah p ìertimbangan yang dilakukan ìolìeh hakim yang 

mìemandang hukum sìebagai suatu sistìem yang tìerdiri dari fakta-fakta yang 

tìerungkap di pìersidangan, asas-asas, standar, dan aturan hukum. Hakim sìecara 

yuridis sìebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, tidak bìolìeh sìeìorang 

hakim mìenjatuhkan pidana kìepada t ìerdakwa sampai ada sìekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang kuat dan sah untuk dapat mìeyakinkan bahwa mìemang bìenar 

tìelah tìerjadi tindak pidana. Dalam mìemutuskan sìebuah pìerkara hakim harus 

                                                
24 Kadri Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sinar Grafika, 

Jakarta. hlm. 115. 
25 Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. 2020. REKONSTRUKSI SISTEM 

PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN 

NASIONAL. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 4. 
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mìenilai apakah putusan tìersìebut adil, ada kìemanfaatannya, atau mìembìerikan 

kìepastian hukum kìepada t ìerdakwa apabila dit ìegakkan, karìena salah satu tujuan 

hukum itu unsurnya adalah untuk mìenciptakan kìeadilan.26 

2. Pìertimbangan Filìosìofis 

Pìertimbangan filìosìofis mìengacu pada dasar pìemikiran yang lìebih mìendalam 

dan fundamìental yang digunakan ìolìeh hakim dalam pr ìosìes pìengambilan 

kìeputusan. Aspìek ini tidak hanya sìebatas pìenìerapan hukum yang tìertulis, tìetapi 

juga mìencakup pìertimbangan tìerhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, sìerta tujuan 

yang lìebih luas dari hukum itu sìendiri. 

3. Pìertimbangan Sìosiìolìogis 

Pìertimbangan sìosiìolìogis mìengacu pada upaya hakim untuk mìemahami sìerta 

mìempìertimbangkan kìonsìekuìensi sìosial dari kìeputusan yang akan diambil. 

Pìertimbangan sìosiìolìogis ini juga mìendukung hakim dalam mìenghasilkan 

kìeputusan yang tidak hanya sìesuai dìengan hukum yang bìerlaku, tìetapi juga 

rìelìevan dan mìembìerikan manfaat bagi masyarakat. 

 

B. Tinjauan Umum Tìentang Pìelaku Tindak Pidana 

Mìoìeljatnìo mìenjìelaskan bahwa pìelaku tindak pidana adalah individu yang 

mìelakukan tindakan yang sìesuai dìengan dìefinisi kìejahatan dalam undang-undang, 

baik sìecara langsung sìendiri maupun bìersama ìorang lain, atau yang mìemìerintahkan 

ìorang lain untuk mìelakukan atau turut sìerta dalam tindakan t ìersìebut.27 

1. Pìengìertian Pìelaku Tindak Pidana 

Pìelaku tindak pidana mìerupakan individu yang tìerlibat dalam tindakan pidana yang 

rìelìevan, baik sìecara sìengaja maupun tidak sìengaja, yang sìesuai dìengan kìetìentuan 

yang dit ìetapkan ìolìeh Undang-Undang, sìehingga mìenghasilkan kìonsìekuìensi yang 

tidak diinginkan mìenurut hukum. Jika dilihat dari bìerbagai fakt ìor pìenyìebab pìelaku 

mìelakukan suatu tindak pidana, maka fakt ìor Pìendidikan biasanya adalah fakt ìor 

yang paling utama dalam sìesìeìorang mìelakukan tindakan pidana, kar ìena sìesìeìorang 

yang mìemiliki Pìendidikan yang cukup pasti nya akan jauh dari p ìerbuatan 

                                                
26 Opcit. Mahkamah Agung Republik Indonesia 
27 Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 73. 
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mìelakukan tindak pidana. Sìebab Pìendidikan adalah fakt ìor pìenting dalam 

pìengìembangan kìepribadian dan karaktìer individu. Sumbìer Pìendidikan tidak hanya 

bìerasal dari institusi fìormal sìepìerti sìekìolah atau univìersitas, tìetapi juga mìencakup 

pìendidikan infìormal dan nìon-fìormal, yang mìemiliki kìontribusi signifikan dalam 

pìembìentukan kìepribadian.28 

Pìelaku atau individu yang mìelakukan tindak pidana (dadìer) mìenurut dìoktrin adalah 

sìesìeìorang yang mìemìenuhi sìeluruh unsur-unsur tindak pidana sìebagaimana yang 

dirumuskan dalam undang-undang bìerdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Hal ini t ìercantum dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang 

mìenyatakan: 

(1) Dipidana sìebagai pìelaku tindak pidana 

1. Mìerìeka yang mìelakukan, yang mìenyuruh mìelakukan, dan yang turut sìerta 

mìelakukan pìerbuatan.  

2. Mìerìeka yang dìengan mìembìeri atau mìenjanjikan sìesuatu dìengan 

mìenyalahgunakan kìekuasaan atau martabat, dìengan kìekìerasan, ancaman atau 

pìenyìesatan, atau dìengan mìembìeri kìesìempatan, sarana atau kìetìerangan, sìengaja 

mìenganjurkan ìorang lain supaya mìelakukan pìerbuatan. 

Sìesuai dìengan kìet ìentuan yang t ìercantum dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, p ìelaku 

tindak pidana diklasifikasikan k ìe dalam ìempat gìolìongan yaitu: 

1. Orang yang mìelakukan sìendiri tindak pidana (plagìer) 

2. Orang yang mìenyuruh ìorang lain untuk mìelakukan tindak pidana (dìoìen 

plagìer) 

3. Orang yang turut mìelakukan tindak pidana (mìedìe plìegìer) 

4. Orang yang dìengan sìengaja mìembujuk atau mìenggìerakan ìorang lain untuk 

mìelakukan tindak pidana (uit lìokkìen). 

 

 

 

                                                
28 Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. 2024. Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan 

Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakterdi SMA AL Kautsar Bandar Lampung. Jurnal 

Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung. Vol. 02, No. 01. 
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2. Pìengìertian Tindak Pidana 

Tindak pidana mìerupakan istilah yang biasa disìebut dalam hukum pidana Bìelanda 

sìebagai "Strafbaar fìeit", yang pada dasarnya adalah istilah r ìesmi dalam 

Strafwìetbìoìek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini dit ìerapkan 

di Indìonìesia. Tindak pidana mìerupakan suatu pìerbuatan mìelawan hukum yang 

karìena pìerbuatan tìersìebut sìesìeìorang yang dianggap tìelah mìelawan hukum dapat 

dikìenakan sanksi pidana sìesuai dìengan aturan yang tìelah t ìercantum di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Mìenurut lit ìeratur, tìerdapat pìemahaman tìentang "strafbaar fìeit". Tìerdapat sìejumlah 

istilah sìepìerti tindak pidana, pìerbuatan pidana, dan pìeristiwa. Tindak pidana atau 

pìelanggaran hukum. Istilah “tindak pidana” mìerujuk pada tindakan yang mìelanggar 

hukum. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang mìelanggar hukum dan dapat 

dikìenakan sanksi ìolìeh pihak bìerwìenang adalah sìebuah istilah yang mìemiliki 

pìengìertian fundamìental dalam bidang hukum, sìebagai istilah yang dibìentuk dìengan 

kìesadaran untuk mìembìeri ciri spìesifik pada kìejadian hukum pidana. 

Mìenurut R. Subìekti dalam karya nya dalam buku yang bìerjudul "Kamus Hukum 

Pidana", tindak pidana mìerupakan kìonsìep fundamìental dalam hukum pidana 

(yuridis nìormatif). Kìejahatan atau tindakan jahat dapat dipahami baik dari 

pìerspìektif yuridis maupun kriminìolìogis. Dalam kìont ìeks yuridis nìormatif, kìejahatan 

atau tindakan jahat dapat diartikan sìebagai pìerbuatan yang t ìerdìefinisi sìecara abstrak 

dalam pìeraturan pidana.29 

Tindak pidana mìemiliki makna yang bìersifat abstrak dari kìejadian-kìejadian yang 

nyata dalam bidang hukum pidana. Olìeh karìena itu, tindak pidana pìerlu 

didìefinisikan sìecara ilmiah dan dijìelaskan dìengan tìegas agar dapat dibìedakan dari 

istilah yang digunakan dalam k ìehidupan sìehari-hari masyarakat. Tindak pidana 

adalah suatu aksi yang sìesuai dìengan rumusan yang t ìerdapat dalam kìet ìentuan 

pidana. Agar suatu tindakan dapat dianggap sìebagai tindak pidana, tindakan 

                                                
29 R. Subekti. 2022. Kamus Hukum, Yudistira, Jakarta. hlm. 67.  
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tìersìebut harus mìemìenuhi rumusan yang t ìertuang dalam kìet ìentuan pìerundang-

undangan. 

C. Tinjauan Umum Tìentang Pìercìobaan Mìelakukan Tindak Pidana  

Pìercìobaan untuk mìelakukan tindak pidana, yang dalam bahasa B ìelanda disìebut 

pìogging, mìerupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mìelakukan kìejahatan, 

tìetapi tindakan tìersìebut tidak bìerhasil dilaksanakan atau tidak t ìerwujud. Kìet ìentuan 

mìengìenai pìercìobaan tindak pidana di Indìonìesia dapat dit ìemukan dalam Pasal 53 

dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

1. Pìengìertian Pìercìobaan Tindak Pidana (pìogging) 

Pìercìobaan adalah tìerjìemahan dari kata Bìelanda pìoging. Sìecara umum, pìercìobaan 

diartikan sìebagai usaha untuk mìelakukan suatu tindakan t ìertìentu, tanpa 

mìempìertimbangkan apakah usaha t ìersìebut bìerhasil atau tidak. Dalam kìont ìeks 

hukum pidana, pìercìobaan pìembunuhan dikat ìegìorikan sìebagai tindak pidana yang 

sìerius dan dapat dikìenakan sanksi yang bìerat. Sìepìerti halnya kìejahatan lainnya, 

pìercìobaan pìembunuhan mìelibatkan tindakan sìerta niat. Dalam kasus pìercìobaan 

pìembunuhan, pìelaku harus mìengambil langkah kìonkrìet mìenuju tindakan 

pìembunuhan dan mìemiliki niat yang jìelas untuk mìengakhiri nyawa ìorang lain. 

Pìenìentuan pasal hukum dalam hal ini t ìentunya sangat tìergantung pada analisis 

mìendalam mìengìenai niat pìelaku sìerta dampak luka yang dialami ìolìeh kìorban. 

Kìertanìegara bìerpìendapat bahwa pìercìobaan adalah kìeinginan untuk mìelakukan 

sìesuatu yang bìelum bìerhasil, mìeskipun tindakan tìersìebut tìelah dilakukan. 

Mìemidana individu yang mìelakukan kìejahatan, mìeskipun pìelaksanaannya gagal, 

bìertujuan untuk mìenjaga kìetìentraman masyarakat dari tindakan jahat yang mungkin 

dilakukan ìolìeh ìorang lain, mìeskipun kìejahatan t ìersìebut tidak mìencapai tujuannya. 

Prinsip ini juga diadìopsi dalam hukum pidana kita yang mìerumuskan tindakan 

pidana yang gagal, tìetapi tìetap mìenjatuhkan sanksi pidana k ìepada pìelakunya. 

Sìelain itu, tindakan pidana yang dilakukan ìolìeh pìelaku, mìeskipun tidak mìencapai 

tujuan akhir, sìebìenarnya tìelah mìenimbulkan gangguan yang mìembahayakan 

kìepìentingan hukum.30 

                                                
30 Y.A. Triana Ohoiwutun. 2000. Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana. Diktat, 

Jember. hlm 1-2. 



26 

 

 

Pìercìobaan dalam hukum pidana tidak dijìelaskan lìebih lanjut mìengìenai makna 

hukum yang dimaksud. Dalam MvT (Mìemìoriìe van Tìoìelichting) yang dikutip ìolìeh 

Lamintang, sìejarah pìembìentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP mìenyatakan bahwa 

pìercìobaan untuk mìelakukan kìejahatan yang tìelah dimulai t ìetapi tidak sìelìesai, atau 

suatu niat untuk mìelakukan kìejahatan t ìertìentu yang tìelah diwujudkan dalam suatu 

pìermulaan pìelaksanaan. Bunyi lìengkap kìetìentuan Pasal 53 KUHP adalah: 

a. Mìencìoba mìelakukan kìejahatan dipidana, jika niat untuk itu tìelah t ìernyata dan 

adanya pìermulaan pìelaksanaan, dan tidak sìelìesainya pìelaksanaan itu, bukan 

sìemata-mata disìebabkan karìena kìehìendaknya sìendiri. 

b. Maksimum pidana pìokìok tìerhadap kìejahatan, dalam hal pìercìobaan dikurangi 

sìepìertiga. 

 

2. Pìercìobaan Tindak Pidana Dalam KUHP Nasiìonal 

Mìengìenai pìercìobaan untuk mìelakukan tindak pidana, Pasal 18 RUU KUHP 

mìenyatakan, bahwa: 

1. Mìelakukan pìercìobaan mìelakukan tindak pidana dapat dihukum, jika p ìelaku 

tìelah mìemulai mìelakukan awal pìelaksanaan dari kìejahatan yang dimaksud, 

namun pìelaksanaan tìersìebut tidak sìelìesai, tidak mìencapai hasil, atau tidak 

mìenghasilkan. Akibat yang tidak dip ìerbìolìehkan, bukan sìemata-mata 

bìerdasarkan kìeinginannya sìendiri. 

2. Awal pìelaksanaan yang disìebutkan pada ayat (1) tìerjadi apabila: 

a. Tindakan yang dilakukan t ìersìebut dimaksudkan atau ditujukan untuk 

tìerjadinya suatu tindakan Tindak pidana.  

b. Tindakan yang dilakukan sìecara langsung mìendìekati atau dapat 

mìenyìebabkan tindak pidana yang dimaksud; sìerta 

c. Pìembuat tìelah mìelakukan tindakan yang bìert ìentangan dìengan hukum. 

3. Sanksi untuk pìercìobaan dalam mìelakukan tindak pidana adalah dua p ìerlima 

dari ancaman hukuman. Pìokìok pìerkara yang t ìerancam dìengan tindak pidana 

yang rìelìevan. 
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4. Pìercìobaan mìelakukan tindak pidana yang dapat dik ìenai hukuman mati atau 

pìenjara sìeumur hidup. Hidup dalam pìenjara dìengan hukuman maksimum 15 

tahun. 

5. Pidana tambahan bagi p ìercìobaan mìelakukan kìejahatan adalah sama dìengan 

tindak pidana yang dilakukan ìolìeh ìorang tìersìebut. 

 

Pasal 19 RUU KUHP mìenjìelaskan bahwa: 

1. Tidak akan dikìenakan hukuman jika sìet ìelah mìelakukan awal pìelaksanaan 

sìebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1): 

a. Pìembuat tidak mìenyìelìesaikan tindakannya kar ìena kìeinginannya sìendiri 

sìecara sukarìela; dan 

b. Pìembuat yang bìertindak sìesuai kìeinginannya sìendiri mìenghalangi 

tìercapainya tujuan atau hasil tindakannya. 

2. Mìengìenai tindakan yang dimaksud pada ayat 1 huruf b t ìelah mìenghasilkan 

kìerugian atau sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan hukum, hal t ìersìebut dianggap 

sìebagai sìebuah tindak pidana.  

Sìecara tìerpisah, pìencipta dapat dimintai tanggung jawab atas k ìejahatan tìersìebut. 

Pasal 20 RUU KUHP mìenyìebutkan bahwa: upaya untuk mìelakukan tindak 

kìejahatan yang hanya dikìenakan sanksi bìerupa dìenda kat ìegìori 1 tidak dikìenakan 

sanksi pidana. 

Pasal 21 RUU KUHP mìenyìebutkan bahwa: 

1. Jika tidak disìelìesaikan atau jika tindak pidana tidak dapat t ìerjadi disìebabkan 

kìetidakmampuan pìeralatan yang digunakan atau kìetidakmampuan ìobjìek yang 

mìenjadi sasaran pìembuat tìetap dianggap t ìelah bìerusaha mìelakukan tindak 

pidana dìengan ancaman pidana tidak mìelìebihi sìet ìengah (1/2) dari maksimum 

hukuman yang diancamkan untuk tindak pidana yang dilakukan. 

2. Untuk kìejahatan yang dijatuhi hukuman mati atau pìenjara sìeumur hidup 

maksimum hukuman pìenjara adalah 10 tahun. 
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D. Tinjauan Umum Tìentang Tindak Pidana Pìembunuhan 

Wirjìonìo Prìodjìodikìorìo mìenjìelaskan bahwa pìembunuhan mìerupakan tindakan yang 

dilakukan sìecara sìengaja untuk mìengakhiri kìehidupan ìorang lain. Kìesìengajaan ini 

adalah ìelìemìen pìenting yang mìembìedakan pìembunuhan dari kìejahatan lain yang 

mìenghasilkan kìematian.31 

1. Pìengìertian Tindak Pidana P ìembunuhan 

Salah satu jìenis kìejahatan yang mìengalami pìeningkatan adalah kìejahatan 

pìembunuhan. Tindak pidana p ìembunuhan dilakukan dìengan mìet ìodìe yang 

tradisiìonal, tìetapi sìeiring dìengan kìemajuan kìehidupan, individu mìelaksanakan 

tindak pidana pìembunuhan dìengan bìerbagai cara. Hal ini sìemakin mìenggambarkan 

pìenurunan mìoralitas manusia dan sìemakin mìengabaikan hak asasi manusia untuk 

hidup, karìena pada dasarnya tidak ada individu yang bìerhak mìencabut hak hidup 

ìorang lain. Mahfud MD, sìebagaimana dikutip dari tulisan Suwandi, mìenyatakan 

bahwa hak asasi manusia diartikan sìebagai hak yang mìelìekat pada martabat 

manusia sìebagai makhluk yang diciptakan ìolìeh Tuhan. Hak ini dimiliki manusia 

sìejak kìelahiran kìe dunia, sìehingga hak tìersìebut bìersifat alami (kìodrati) dan bukan 

mìerupakan pìembìerian dari manusia atau nìegara.32  

Istilah pìembunuhan bìerasal dari kata dasar “bunuh” yang t ìelah ditambahkan 

akhiran -an dan awalan pìe- yang mìemiliki arti mìenghìentikan atau mìenghilangkan, 

mìenghapus tulisan, mìemadamkan api, atau mìerusak tumbuh-tumbuhan. Dalam 

Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia dinyatakan bahwa, "mìembunuh" artinya adalah 

mìengakibatkan kìematian, mìenghapus kìehidupan, sìedangkan tindakan pìembunuhan 

artinya adalah tindakan mìembunuh, suatu pìerbuatan atau hal yang bìerkaitan dìengan 

pìembunuhan.33 Dalam kìejadian pìembunuhan minimal mìelibatkan dua (2) individu, 

yaitu ìorang yang dìengan sìengaja mìenghìentikan atau mìengakhiri kìehidupan 

sìesìeìorang disìebut sìebagai tindakan pìembunuhan (pìelaku), sìedangkan ìorang yang 

tìelah mìeninggal atau ìorang yang kìehilangan kìehidupannya disìebut sìebagai pihak 

                                                
31 Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PT Refika Aditama, 

Bandung. hlm. 56. 
32 Ria Hartati. 2013. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem 

Hukum Pidana Di Indonesia (Sragen: Recidive: No. 2. Mei-Agustus, II). hlm. 131. 
33 W.J.S. Poerwadarminta. 2009. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 

194. 
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yang mìengalami kìematian (kìorban). Mìenghilangkan nyawa bìerarti mìematikan agar 

tidak bìerfungsi. Pìembunuhan bìerarti tindakan yang dilakukan ìolìeh sìesìeìorang atau 

mìenggunakan suatu alat untuk mìenghilangkan nyawa. Sìebuah tindakan dianggap 

sìebagai pìembunuhan jika tindakan t ìersìebut ìolìeh individu mana pun yang sìecara 

sìengaja mìengambil kìehidupan ìorang lain.34  

2. Klasifikasi Tindak Pidana P ìembunuhan Mìenurut KUHP 

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mìenjìelaskan pada buku II titlìe XIX 

(pasal 338-350), mìengìenai "kìejahatan-kìejahatan t ìerhadap nyawa ìorang".  

Pìembunuhan t ìermasuk dalam kat ìegìori tindak pidana mat ìerial (matìerial dìelict), 

yang bìerarti bahwa untuk mìenyìempurnakan tindak pidana ini, tidak hanya cukup 

dìengan mìelakukan pìerbuatan t ìersìebut, tìetapi juga dipìerlukan adanya akibat dari 

pìerbuatan itu. Sìedangkan dalam Pasal 359 KUHP mìengatur tìentang kìejahatan yang 

diarahkan pada kìehidupan manusia yang tìerjadi akibat kìelalaian (culpìosìe 

misdrijvìen).35 

Sìemìentara itu, jika dilihat dari sasarannya, k ìejahatan dapat dibìedakan mìenjadi tiga 

katìegìori:   

1. Kìejahatan yang ditujukan tìerhadap jiwa manusia sìecara umum;   

2. Kìejahatan yang ditujukan t ìerhadap jiwa sìeìorang anak yang baru lahir atau 

bìelum lama dilahirkan;   

3. Kìejahatan yang ditujukan t ìerhadap jiwa sìeìorang anak yang masih bìerada dalam 

kandungan.36 

Tindak pidana pìembunuhan dapat diklasifikasikan mìenjadi bìebìerapa gìolìongan37: 

Tindak pidana pìembunuhan tìerbagi mìenjadi tujuh katìegìori, yaitu:  

1. Pìembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); "Barangsiapa yang d ìengan sìengaja 

mìerampas nyawa ìorang lain, akan diancam dìengan pidana pìembunuhan bìerupa 

pìenjara paling lama lima bìelas tahun."  

                                                
34 Hilman Hadikusuma. 2007. Bahasa Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 24. 
35 M. Amin Suma. 2001. Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan. 

Pustaka Firdaus, Jakarta. hlm. 143. 
36 Ibid, hal 144 
37 M. Sudrajat Bassar. 2009. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. PT. Remadja Karya, Bandung. hlm. 19. 
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2. Pìembunuhan tìerkualifikasi (gìequalificìeìerd) (Pasal 339 KUHP); "P ìembunuhan 

yang dilakukan bìersamaan, disìertai, atau didahului ìolìeh suatu tindakan pidana, 

yang dilakukan dìengan tujuan untuk mìempìersiapkan atau mìempìermudah 

pìelaksanaannya, atau untuk mìelarikan diri baik untuk diri sìendiri maupun untuk 

pìesìerta lainnya dan pidana dalam hal t ìertangkap tangan, atau untuk mìemastikan 

pìenguasaan barang yang dipìerìolìeh sìecara mìelawan hukum, akan diancam 

dìengan pidana pìenjara sìeumur hidup atau untuk waktu tìertìentu, paling lama dua 

puluh tahun." 

3. Pìembunuhan yang dir ìencanakan (Pasal 340 KUHP); "Barangsiapa yang d ìengan 

sìengaja dan dìengan rìencana sìebìelumnya mìerampas nyawa ìorang lain, akan 

diancam dìengan pidana mati atau pidana p ìenjara sìeumur hidup atau untuk 

waktu tìertìentu, paling lama dua puluh tahun."  

4. Pìembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); "S ìeìorang ibu yang khawatir akan 

dikìetahui t ìelah mìelahirkan anak pada saat kìelahiran atau tidak lama sìetìelahnya, 

yang dìengan sìengaja mìerampas nyawanya, akan diancam d ìengan pidana 

mìembunuh anak sìendiri, dìengan pidana pìenjara paling lama tujuh tahun.  

5. Pìembunuhan yang dilakukan atas pìermintaan kìorban (Pasal 344 KUHP); 

"Sìesìeìorang yang mìengambil nyawa sìesìeìorang bìerdasarkan pìermintaan ìorang 

tìersìebut sìecara jìelas. Dinyatakan dìengan sungguh-sungguh bahwa akan 

dikìenakan sanksi pìenjara. “Pidana ini bìerlaku paling lama sìelama dua bìelas 

tahun. ” 

6. Tindakan bunuh diri (Pasal 345 KUHP); “S ìetiap ìorang yang dìengan sìengaja 

mìendìorìong individu lain untuk mìelakukan bunuh diri, mìembìerikan bantuan 

dalam tindakan tìersìebut atau mìembìerikan fasilitas kìepadanya untuk hal 

tìersìebut, dapat dikìenakan hukuman pìenjara. "Sìesìeìorang dapat mìenunjukkan 

tanda-tanda bìerpìotìensi bunuh diri dalam waktu maksimal ìempat tahun. " 

7. Mìenggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); "S ìeìorang pìerìempuan yang 

dìengan sìengaja mìenggugurkan atau mìengakhiri kìehamilan atau mìembìerikan 

pìerintah untuk mìelakukannya. Orang lain yang tìerlibat dalam hal t ìersìebut akan 

dikìenakan hukuman pìenjara dìengan durasi maksimum ìempat tahun. 

Bìerdasarkan pìeraturan-pìeraturan mìengìenai hukum pidana t ìerkait dìengan tindak 

kìejahatan yang diarahkan kìepada kìehidupan individu sìebagaimana t ìelah disìebutkan 
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sìebìelumnya, kita juga dapat mìemahami bahwa para pìembuat undang-undang 

mìemiliki niat untuk mìenciptakan pìembìedaan antara bìerbagai jìenis kìejahatan yang 

dilakukan t ìerhadap kìehidupan ìorang lain. Dìengan mìengklasifikasikan kìejahatan 

tìersìebut kìe dalam lima jìenis kìejahatan yang spìesifik tìerhadap kìehidupan sìetiap 

individu sìebagai bìerikut: 

1. Kìejahatan yang dilakukan dìengan sìengaja untuk mìenghilangkan nyawa ìorang 

lain dalam pìengìertian umum mìengìenai kìejahatan sìebagai pìembìentuk undang-

undang bìerikutnya juga tìetap mìembìedakan antara kìesìengajaan dan 

kìetidaksìengajaan mìenghapus hidup sìesìeìorang sìecara tiba-tiba tanpa 

pìerìencanaan tìerlìebih dahulu yang tìelah dinamakan dìoìodslag, suatu tindakan 

mìenghilangkan nyawa sìesìeìorang dìengan sìengaja dan tìelah dirìencanakan 

sìebìelumnya, yang juga dikìenal sìebagai mìoìord. Tindak pidana dìoìodslag diatur 

dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sìedangkan mìoìord diatur 

dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

2. Tindakan kriminal yang disìengaja mìengakibatkan hilangnya nyawa sìeìorang 

anak baru dilahirkan langsung ìolìeh ibunya. Tipìe kìejahatan yang disìebutkan 

sìebìelumnya ìolìeh pìembìentuk undang-undang disìebut kindìerdìoìodslag mìenurut 

Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

3. Tindak pidana yang bìerupa mìengambil nyawa sìesìeìorang sìesuai dìengan 

pìermintaan yang mìemiliki sikap yang jìelas dan sìerius dari individu t ìersìebut, 

yaitu sìesuai dìengan kìetìentuan yang tìerdapat dalam Pasal 344 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

4. Tindakan kriminal yang bìerupa niat untuk mìendìorìong individu lain mìelakukan 

bunuh diri atau mìembìerikan dukungan kìepada ìorang lain untuk mìelakukan 

bunuh diri sìepìerti yang tìelah diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

5. Tindakan kriminal yang bìerupa sìengaja mìenggugurkan kìehamilan sìeìorang 

wanita atau mìenyìebabkan janin dalam kandungan mìeninggal dunia. 

Pìengguguran kandungan t ìersìebut yang ìolìeh para pìembuat undang-undang t ìelah 

diistilahkan dìengan istilah afdrijving.38  

                                                
38 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika, 

Jakarta. hlm. 11. 
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E. Tìeìori Pìemidanaan 

Tìeìori pìemidanaan mìerupakan sìerangkaian kìonsìep yang mìenìerangkan alasan dan 

tujuan di balik pìenjatuhan sanksi kìepada individu yang mìelakukan kìejahatan. 

Dalam bidang hukum pidana, tujuan pìemindanaan pada dasarnya t ìerkait dìengan 

tiga tìeìori, yaitu:  

1. Tìeìori Absìolut atau Tìeìori Pìembalasan (vìergìeldings thìeìoriìen)  

Tìeìori ini mìendasari bahwa hukuman dijatuhkan hanya kar ìena sìesìeìorang tìelah 

mìelakukan suatu kìejahatan atau tindakan pidana (quia pìeccatum ìest), dan hukuman 

tìersìebut mìerupakan akibat yang pasti yang harus ada sìebagai balasan bagi pìelaku 

kìejahatan. Para tìokìoh tìerkìenal yang mìengìembangkan tìeìori pìembalasan ini mìeliputi 

Kant dan Hìegìel. Mìerìeka pìercaya bahwa hukuman mìerupakan sìebuah akibat dari 

tindakan kìejahatan yang dilakukan. Kar ìena mìelakukan tindakan yang mìelanggar 

hukum, maka kìonsìekuìensinya adalah harus mìenìerima hukuman. Hukuman tìersìebut 

bìersifat wajib bagi sìetiap pìelaku kìejahatan. Dìengan dìemikian, pìeran hukum pidana 

di sini adalah sìebagai bìentuk pìembalasan kìepada individu yang mìelakukan tindak 

kìejahatan dan untuk mìemìenuhi rasa kìeadilan, sìehingga ìeksist ìensi pìemidanaan itu 

sìendiri bìergantung pada ada tidaknya tindakan kriminal.39 

2. Tìeìori Rìelatif atau Tujuan (dìoìelthìeìoriìen) 

Tìeìori ini bìerpandangan yaitu sìebuah kìejahatan tidak sìelalu harus disìertai dìengan 

tindakan hukuman. P ìembìerian hukuman tidak hanya mìempìertimbangkan masa 

lalu, tìetapi juga mìempìerhatikan masa dìepan. Pìemidanaan sìeharusnya mìemiliki 

tujuan yang lìebih dari sìekadar mìembìerikan hukuman, atau hukuman tidak sìemata-

mata untuk balas dìendam atau pìengambilan, mìelainkan harus mìemiliki tujuan 

tìertìentu yang mìembìerikan manfaat. Pìembalasan sìendiri tidak mìemiliki nilai, tìetapi 

sìebagai alat untuk mìelindungi kìepìentingan masyarakat, tìeìori ini disìebut sìebagai 

tìeìori pìerlindungan masyarakat. Pìenìerapan hukuman yang dimaksudkan untuk 

mìencìegah tindakan kriminal sìebìetulnya tidak sìepìenuhnya dapat 

dipìertanggungjawabkan, kar ìena tìerbukti dari waktu kìe waktu kualitas dan jumlah 

                                                
39 Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni edisi Kedua 

Cetakan ke 2, Bandung. hlm. 11. 
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kìejahatan sìemakin mìeningkat, sìehingga pìenìerapan hukuman tidak mìenjamin 

pìenurunan tingkat kìejahatan. 

3. Tìeìori Gabungan (vìerìenigingsthrìoriìen) 

Tìeìori kìombinasi antara pìembalasan dan pìencìegahan juga bìervariasi, ada yang lìebih 

mìenìekankan pada aspìek pìembalasan, sìemìentara yang lain bìerupaya mìencapai 

kìesìeimbangan antara ìelìemìen pìembalasan dan pr ìefìerìensi. 

a. Mìenìekankan pada aspìek balas dìendam diadìopsi ìolìeh Pìompìe. 

Pìompìe mìenyatakan bahwa individu tidak sìeharusnya mìengabaikan adanya 

pìembalasan. Sìesuai dìengan yang ada, tindakan pidana dapat dibìedakan dari jìenis 

saksi lainnya, tìetapi tìetap mìemiliki karaktìeristik tìertìentu. Hal ini mìenunjukkan 

bahwa pidana adalah suatu bìentuk saksi dan tìerikat pada tujuan yang dimiliki ìolìeh 

saksi-saksi t ìersìebut. Karìena hal t ìersìebut hanya akan dilaksanakan apabila 

bìermanfaat bagi pìemìenuhan prinsip-prinsip dan bìerguna untuk kìepìentingan 

bìersama.40  

Grìotius mìengìembangkan sìebuah tìeìori yang mìengutamakan kìeadilan absìolut yang 

tìercìermin dalam tindakan p ìembalasan, namun tìetap bìermanfaat bagi masyarakat. 

Dasar hukuman pidana adalah k ìesìengsaraan yang tingkatnya sìebanding dìengan 

sìeriusnya tindakan yang dilakukan ìolìeh tìerpidana. Namun, sampai sìejauh mana 

tingkat hukuman dan bìeratnya. 

Tindakan yang dilakukan ìolìeh t ìerpidana dapat diukur dan dit ìentukan bìerdasarkan 

manfaatnya bagi masyarakat. Tìeìori yang diungkapkan ìolìeh Grìotius kìemudian 

dit ìeruskan ìolìeh Rìossi dan sìelanjutnya Zìevìenbìergìen, yang mìenyatakan bahwa arti 

dari sìetiap pidana adalah pìembalasan, tìetapi tujuan dari sìetiap pidana adalah untuk 

mìelindungi sist ìem hukum pidana dan mìengìembalikan pìenghìormatan tìerhadap 

hukum sìerta pìemìerintah. 

 

                                                
40 Bambang Waluyo. 2004. Pidana Dan Pemidanaan. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 135-137. 
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b. Tìeìori gabungan adalah t ìeìori yang mìenìekankan pìentingnya mìenjaga kìet ìertiban 

dalam masyarakat.  

Tìeìori ini tidak bìolìeh lìebih bìerat dari pada dampaknya, dan fungsinya juga tidak 

bìolìeh lìebih bìesar daripada yang sìeharusnya. Pidana bìersifat sìebagai pìenalti karìena 

hanya dit ìerapkan t ìerhadap tindak pidana, yaitu tindakan yang dilakukan dìengan 

pìenuh kìesadaran. Pìembalasan mìerupakan karaktìeristik dari suatu hukuman, t ìetapi 

bukanlah tujuan utamanya. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk mìenjaga 

kìesìejaht ìeraan masyarakat. 

Dalam draf KUHP Nasiìonal t ìelah dit ìentukan mìengìenai tujuan dari pìenjatuhan 

hukuman, yaitu: 

1)  Mìenghindari t ìerjadinya kìejahatan dìengan mìenìegakkan aturan hukum dìemi 

mìelindungi masyarakat. 

2) Mìelakukan pìerbaikan tìerhadap tìerpidana, sìehingga ia dapat mìenjadi individu 

yang baik dan bìermanfaat. 

3) Mìenyìelìesaikan kìonflik yang disìebabkan ìolìeh tindakan pidana dapat 

mìemulihkan kìesìeimbangan dan mìembawa kìembali rasa damai di dalam 

masyarakat. 

4) Mìenghapus rasa bìersalah yang dialami ìolìeh tìerpidana. 

Dapat disimpulkan bahwa apa yang t ìertulis dalam draf Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) tìersìebut adalah pìenjìelasan dari tìeìori gabungan dalam 

pìengìertian yang lìebih luas. Mìencakup upaya untuk mìembìerikan prìefìerìensi, 

mìelakukan pìerbaikan damai dalam k ìomunitas, sìerta mìenghapus pìerasaan bìersalah 

tìerhadap ìorang yang tìelah dijatuhi hukuman. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Pìenìelitian ini mìenggunakan 2 (dua) pìendìekatan masalah, yaitu pìendìekatan Yuridis 

Nìormatif dan Pìendìekatan Empiris. 

1. Pìendìekatan Yuridis Nìormatif 

Pìendìekatan dìengan mìelihat masalah hukum sìebagai kaidah yang dianggap 

sìesuai dìengan pìenìelitian yuridis nìormatif. Pìenìelitian yuridis nìormatif ini 

dilakukan studi kìepustakaan (Library Rìesìearch) t ìerhadap hal-hal yang bìersifat 

tìeìoritis yaitu suatu pìendìekatan yang dilakukan dìengan mìempìelajari asas-asas 

hukum dalam tìeìori/pìendapat sarjana dan pìeraturan pìerundang-undangan yang 

bìerlaku. 

2. Pìendìekatan Empiris 

Pìendìekatan ìempiris yaitu dìengan mìenìeliti dan mìengumpulkan data primìer yang 

dipìerìolìeh sìecara langsung mìelalui pìenìelitian tìerhadap ìobjìek pìenìelitian dìengan 

cara wawancara dìengan narasumbìer yang bìerhubungan dìengan pìermasalahan 

yang dibahas dalam pìenìelitian ini. 

 

B. Sumbìer Dan Jìenis Data 

Adapun sumbìer data yang dapat dipìerìolìeh dalam pìenìelitian ini adalah: 

1. Data Primìer  

Data primìer adalah infìormasi yang dipìerìolìeh dan diprìosìes sìecara langsung ìolìeh 

pìenìeliti dari subjìek atau ìobjìek yang sìedang dit ìeliti.41 Data primìer adalah infìormasi 

yang didapat mìelalui studi lapangan atau p ìenìelitian langsung yang t ìentunya 

bìerkaitan dìengan tìopik tulisan. 

 

                                                
41 I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR. 2018. Sampel dan Teknik Sampel Dalam 

Penelitian. AURA, Lampung. Hlm.73. 
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2. Data Sìekundìer   

Data Sìekundìer mìerujuk pada infìormasi yang didapatkan dari sumbìer lain, 

bukan sìecara langsung ìolìeh pìenìeliti dari ìobyìek pìenìelitiannya, atau yang 

dipìerìolìeh dari bìerbagai sumbìer yang sah dan r ìelìevan dìengan pìenìelitian t ìersìebut. 

Data yang akan digunakan dalam p ìenìelitian ini mìeliputi data primìer, data 

sìekundìer, dan data tìersiìer. Yaitu: 

a. Bahan Hukum Primìer, yaitu bahan-bahan yang bìersifat mìengikat bìerupa 

PìerUndang-Undang dan dìokumìentasi yang antara lain mìeliputi:  

1. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amand ìemìen. 

2. Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 1946 tìentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 

3. Undang-Undang Nìomìor 8 Tahun 1981 Tìentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

4. Undang-Undang Nìomìor 48 Tahun 2009 tìentang Kìekuasaan Kìehakiman. 

b. Bahan Hukum Sìekundìer adalah Bahan hukum yang dip ìerìolìeh dari buku–

buku lit ìeratur dan tulisan–tulisan ilmiah hukum yang t ìerkait dìengan ìobjìek 

pìenìelitian. 

c. Bahan Hukum Tìersiìer adalah Bahan hukum yang dipìerìolìeh dari pìetunjuk atau 

pìenjìelasan mìengìenai bahan hukum t ìersiìer dan bahan hukum sìekundìer yang 

bìerasal dari kamus, ìensiklìopìedia, majalah, mìedia, dan sìebagainya.  

 

C. Pìenìentuan Narasumbìer 

Narasumbìer adalah istilah yang digunakan untuk mìenggambarkan sìesìeìorang yang 

mìembìerikan, mìengìetahui dìengan baik, atau mìenjadi sumbìer infìormasi, sìesuai 

dìengan pìengìertian dalam Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia (KBBI). Narasumbìer, 

yang sìering disìebut infìorman, biasanya hadir dalam k ìegiatan wawancara.Tìerkait 

pada pìenìelitian ini, wawancara akan dilakukan k ìepada 4 narasumbìer yakni: 

a) Hakim di PN Kìelas 1A Tanjung Karang  : 1 Orang  

b) Jaksa di Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampung :  1 Orang  

c) Dìosìen Bagian Pidana Fakultas Hukum  

Univìersitas Lampung    :  2 Orang   + 

Jumlah      : 4 Orang 
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D. Prìosìedur Pìengumpulan dan Pìengìolahan Data 

1. Prìosìedur Pìengumpulan Data 

 

a. Studi Kìepustakaan  

Studi kìepustakaan yaitu pìengumpulan data dìengan cara mìembaca pìeraturan 

pìerundang-undangan, dìokumìen-dìokumìen rìesmi maupun lit ìeratur-lit ìeratur yang 

ìerat kaitannya dìengan pìermasalahan yang dibahas. Dari data t ìersìebut kìemudian 

dianalisis dan dirumuskan sìebagai data pìenunjang di dalam pìenìelitian ini. 

Pìengìolahan bahan hukum dilakukan sìecara dìeduktif, yaitu mìenarik kìesimpulan 

dari suatu masalah yang bìersifat umum t ìerhadap pìermasalahan kìonkrìet yang 

dihadapi. 

b. Studi Lapangan 

Pìenìelitian lapangan mìerupakan mìetìodìe pìengumpulan data yang dilakukan 

sìecara langsung di t ìempat atau lingkungan alami dari subjìek yang sìedang 

dit ìeliti. 

 

2. Prìosìedur Pìengìolahan Data 

Prìosìes pìengìolahan data pìerlu mìemìerhatikan kìeakuratannya agar mìendapati 

kìeabsahan data. Pìengìolahan data dalam pìenìelitian ini dilakukan dìengan cara 

kualitatif yang mìengandung arti bahwa mìengìolah data dìengan cara mìembìentuk 

kalimat yang tìerartur, bìerurutan dan lìogis sìehingga mìempìermudah prìosìes 

imprìetasinya. Prìosìes pìengìolahan data tìerdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni: 42 

1. Editing, yang mìerupakan prìosìes pìengumpulan data sìetìelah mìendapatkan 

langsung di lapangan.  

2. Classifying, yang mìerupakan prìosìes pìengìolahan di mana agar mìendapatkan 

hasil yang maksimal, maka hasil dari wawancara di klasifikasikan dalam 

katìegìori-kat ìegìori t ìertìentu.  

3. Vìerifikasi, yang bìertujuan agar data mìenjadi valid dan dapat 

dipìertanggungjawabkan. 

 

 

                                                
42 Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, 

Jakarta. hlm. 182. 
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E. Analisa Data 

Pìenulis dalam pìenulisan ini mìenggunakan sist ìem analisis data sìecara kualitatif dan 

kìemudian dipaparkan sìecara dìeskriptif. Analisis data sìecara kualitatif yaitu analisis 

data yang dipìerìolìeh mìelalui wawancara langsung dìengan Hakim atau pihak yang 

mìengìetahui hal t ìersìebut untuk lìebih mìendapatkan gambaran nyata yang sìelanjutnya 

akan disajikan sìecara dìeskriptif mìengìenai Tindak Pidana Pìercìobaan Pìembunuhan. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan mìengìenai Dasar Pìertimbangan 

Hakim Dalam Mìenjatuhkan Pidana T ìerhadap Pìelaku Tindak Pidana Pìercìobaan 

Pìembunuhan (Studi Putusan Nìomìor 963/Pid.B/2024/PN Tjk), maka dapat p ìenulis 

ambil kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

1. Dasar pìertimbangan yang digunakan ìolìeh hakim dalam mìengambil kìeputusan 

pidana t ìerhadap t ìerdakwa Hìelwìelm alias Wily bin Sìerìoja mìencakup tiga 

pìertimbangan utama yaitu pìertimbangan yuridis, filìosìofis dan sìosiìolìogis. 

Pìertimbangan pìertama yaitu pìertimbangan yuridis yakni Majìelis hakim t ìelah 

mìenilai bahwa sìemua ìelìemìen yang tìercantum dalam Pasal 338 KUHP Jìo 

tìerpìenuhi. Pasal 53 Ayat (1) KUHP mìenyatakan bahwa t ìerdapat tiga unsur, 

yaitu: unsur ìorang yang mìelakukan, unsur niat atau kìesìengajaan, dan unsur 

bahwa pìelaksanaan tidak sìelìesai bukan hanya disìebabkan ìolìeh kìeinginannya 

sìendiri. Hakim juga mìempìerhatikan alat bukti yang bìerlaku sìesuai dìengan Pasal 

184 KUHAP dan kìeyakinan hakim sìebagaimana diatur dalam Pasal 183 

KUHAP. Pìertimbangan kìedua yaitu pìertimbangan Filìosìofis yakni Hakim 

mìenilai aspìek kìeadilan dìengan mìempìertimbangkan bahwa t ìerdakwa mìemiliki 

maksud untuk mìembunuh kìorban, bukan hanya untuk mìenyìebabkan luka. Ini 

tìerlihat dari t ìerdakwa yang mìembawa dua buah pisau dari rumah sìebìelum tiba 

di tìempat kìejadian dan mìenikamkan pisau kìe arah lìehìer kìorban yang mìerupakan 

bagian pìenting dari tubuh. Dan pìertimbangan yang kìetiga adalah pìertimbangan 

Sìosiìolìogis yaitu Hakim mìengìevaluasi latar bìelakang sìosial t ìerdakwa, alasan 

kìecìemburuan tìerhadap mantan istri, sìerta ìefìek tindakan t ìerdakwa yang 

mìenyìebabkan kìegìelisahan di kalangan masyarakat. Sìelain itu, hakim juga 

mìempìertimbangkan faktìor-faktìor yang mìembìeratkan (tindakan tidak 

manusiawi dan bìelum adanya pìerdamaian) sìerta fakt ìor-fakt ìor yang 
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mìeringankan (tìerdakwa mìengakui kìesalahannya dan bìersikap santun di dalam 

pìersidangan). Majìelis hakim mìemutuskan untuk mìembìerikan hukuman pìenjara 

sìelama 6 (ìenam) tahun, yang lìebih ringan dibandingkan dìengan tuntutan dari 

jaksa pìenuntut umum yang sìebanyak 8 (dìelapan) tahun, dìengan 

mìempìertimbangkan kìesìeimbangan antara aspìek pìembalasan dan pìembinaan 

tìerhadap tìerdakwa. 

2. Putusan hakim dalam pìerkara dìengan nìomìor 963/Pid. B/2024/PN Tjk sìecara 

umum tìelah sìesuai dìengan tujuan dari pìemidanaan, karìena yang pìertama yaitu 

kìesìesuaian dìengan Tìeìori Pidana. Putusan ini sìesuai dìengan tìeìori rìelatif (tìeìori 

tujuan) yang mìenìekankan bahwa hukuman tidak hanya bìerfungsi sìebagai 

pìembalasan, tìetapi juga sìebagai langkah pìencìegahan agar pìelaku tidak 

mìengulangi tindakan yang sama. Hukuman p ìenjara sìelama 6 tahun dianggap 

mìemadai untuk mìembìerikan ìefìek pìencìegahan kìepada tìerdakwa sìerta mìenjaga 

kìesìelamatan masyarakat. Yang kìedua yaitu kìesìesuaian Sìecara umum, putusan 

ini t ìelah sìejalan dìengan maksud dari hukuman, kar ìena mìembìerikan dampak 

pìencìegahan t ìertìentu kìepada tìerdakwa untuk mìencìegah tìerulangnya 

tindakannya, mìembìerikan dampak pìencìegahan yang luas kìepada masyarakat, 

mìewujudkan rasa adil bagi para k ìorban sìerta masyarakat, mìembìerikan pìeluang 

pìelatihan kìepada t ìerdakwa. Namun, sìecara khusus, Putusan ini bìelum dapat 

dinyatakan sìepìenuhnya sìejalan dìengan tujuan pìemidanaan yang diatur dalam 

Pasal 51 Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2023 mìengìenai KUHP Nasiìonal, 

karìena pìeraturan tìersìebut bìelum dit ìerapkan dan hanya akan mulai bìerlaku pada 

tahun 2026. Dìengan dìemikian, hakim tidak mìemiliki kìewajiban untuk 

mìenjadikan kìet ìentuan tujuan pìemidanaan dalam KUHP Nasiìonal sìebagai dasar 

dalam mìembuat putusannya. 

B. Saran 

Bìerdasarkan pìenìelitian dan pìembahasan, sìerta kìesimpulan yang sudah dipaparkan, 

pìenulis ingin mìenyampaikan bìebìerapa saran sìebagai bìerikut: 

1.  Hakim sìebaiknya mìempìertimbangkan pasal yang lìebih sìesuai, dalam kasus 

sìejìenis di masa dìepan, majìelis hakim harus lìebih tìeliti dalam mìenilai pasal yang 

akan digunakan. Jika t ìerdapat tanda-tanda pìerìencanaan (sìepìerti mìembawa 

sìenjata dari rumah sìebìelum insidìen), harus dipìertimbangkan pìenìerapan Pasal 
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340 KUHP Jìo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mìengìenai pìercìobaan pìembunuhan yang dirìencanakan, tidak hanya tìerbatas pada 

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jìo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana mìengìenai upaya mìelakukan pìembunuhan 

sìecara umum. 

2. Pìelaksanaan Tujuan P ìemidanaan ìolìeh hakim, mìeskipun Undang-Undang 

Nìomìor 1 Tahun 2023 mìengìenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Nasiìonal bìelum ìefìektif, majìelis hakim dapat mulai mìempìerhitungkan tujuan 

dari pìemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 sìebagai acuan dalam mìerumuskan 

kìeputusan, guna mìempìersiapkan pìenìerapan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Nasiìonal di masa yang akan datang sìerta mìenciptakan kìesìelarasan dalam 

prìosìes pìemidanaan. 
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Pìengìembaìngaìn Akaìdìemik daìn Pìenguaìtaìn Pìendidikaìn Kaìraìkt ìer di SMA AL 

Kaìutsaìr Baìndaìr Laìmpung". Jurnaìl Pìengaìbdiaìn Ilmu Kìomputìer Univìersitaìs 

Laìmpung. Vìol. 02, Nìo. 01. 

C. Pìeraìturaìn Pìerundaìng-Undaìngaìn 

Undaìng-Undaìng Daìsaìr Nìegaìraì Rìepublik Indìonìesiaì Taìhun 1945 (haìsil 

aìmaìndìemìen). 

Undaìng-Undaìng Nìomìor 1 Taìhun 1946 tìentaìng Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum 

Pidaìnaì. 

Undaìng-Undaìng Nìomìor 8 Taìhun 1981 Tìentaìng Hukum Acaìraì Pidaìnaì. 

Undaìng-Undaìng Nìomìor 48 Taìhun 2009 tìentaìng Kìekuaìsaìaìn Kìehaìkimaìn. 

Undaìng-Undaìng Nìomìor 1 Taìhun 2023 tìentaìng Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum 

Pidaìnaì. 
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